
 

 

67 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab 

Hukum Pelaku Usaha dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan 

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Faktor-faktor yang menjadi dasar kewajiban pelaku usaha dalam 

pembayaran royalti lagu dan/atau musik secara komersial di ruang publik 

bersumber dari landasan hukum yang kuat dan berjenjang, yaitu Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan 

pelaksananya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan 

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025. Kewajiban tersebut merupakan 

konsekuensi dari pengakuan negara terhadap hak cipta sebagai hak eksklusif 

yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi sosial. Penerapan sistem satu pintu 

(one gate policy) melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 

bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah penagihan ganda, serta 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti. Selain itu, 

penetapan tarif royalti yang proporsional, termasuk keringanan bagi 

UMKM, mencerminkan upaya mewujudkan keadilan distributif serta 

menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan 

kemampuan pelaku usaha. 
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2. Mekanisme Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melaksanakan 

pembayaran royalti lagu sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 

27 Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme yang komprehensif dan 

berjenjang. Pelaku usaha diwajibkan mengajukan lisensi, melaporkan 

penggunaan lagu dan/atau musik, serta membayar royalti melalui sistem 

digital yang dikelola oleh LMKN. Apabila terjadi ketidakpatuhan, sanksi 

diterapkan secara bertahap, dimulai dari pengawasan dan sanksi 

administratif, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (mediasi), 

hingga penegakan hukum perdata dan pidana sesuai dengan Undang-

Undang Hak Cipta. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Permenkumham 

Nomor 27 Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan 

hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak ekonomi pencipta 

sekaligus pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan usahanya secara sah dan tertib hukum. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 

Pemerintah bersama LMKN perlu terus memperkuat sosialisasi dan edukasi 

hukum kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pembayaran royalti, 

khususnya bagi UMKM, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

penerapan hukum. Selain itu, peningkatan kualitas dan pemerataan 

infrastruktur sistem digital LMKN perlu dilakukan agar mekanisme 

perizinan dan pembayaran royalti dapat diakses secara mudah, transparan, 
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dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Serta pengawasan dan audit 

berkala juga penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan royalti serta 

kepercayaan publik.  

2. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan 

memahami bahwa penggunaan lagu dan/atau musik di ruang usaha 

merupakan bentuk pemanfaatan komersial yang menimbulkan kewajiban 

pembayaran royalti. Kepatuhan terhadap mekanisme lisensi dan 

pembayaran royalti tidak hanya menghindarkan pelaku usaha dari sanksi 

hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi 

pencipta dan kontribusi nyata dalam mendukung keberlanjutan industri 

musik nasional. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji implementasi 

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 secara empiris, khususnya terkait 

efektivitas sistem digital LMKN, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta 

dampak kebijakan royalti terhadap UMKM dan industri kreatif. Selain itu, 

kajian komparatif dengan sistem pengelolaan royalti di negara lain juga 

penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum hak 

cipta di Indonesia di masa mendatang. 
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